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PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 10 TAHUN 2009 

TENTANG 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMURj' 

Menimbang	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Kabupaten l.ampuno Timur l\Jamar 9 Tahun 2008 Tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang 
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizrnan Terpadu

,,""'! Kabupaten Lampung Timur. ' . 

Mengingat 1.	 Undang-undang Nomar 12 Tahun 1999 Te'1~ang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanar. Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Timur dan Katamadya D~e'a'" -ring kat II Metro 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Naro- 45, -~r;:bahan Lembaran 
Negara Nomor 3825); 

2.	 Undang-Undang Nomar 32 Tahur 2::::4 ~e;"'~ang Pemerintaharl 
Daerah (Lembaran Negara Repub'~ =-::~e5 2 Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran f'Jegare ~e::;_= ,,=~:onesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberac e ,,::: :e':::<"'ir dengan Undang
Undang NomOI' 12 Tahun 2eeS _e-::::'2:", Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomar ~- -e- ::::::"3- Lembaran Negara 
Republik Indonesia i"Jomor 4S44 : 

3.	 undano-undano Namor 33 -:-a'-",,- 2::::..: -entang Perimbangan 
f<ccuangan antara Pemerintah Pusa: :2- :;:::e-ar (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbaha- ~e~:e-2n Negara tahun 2004 
Namar 4438); 

4.	 Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahu-: 2::=7 Tentang F)embagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pernertnte -. Pemerintah Gaerah 
Provinsi dan Pernerintah Daerah Kabupate:: {eta; 

5.	 Peraturan Mel-,teri Dalam Negeri Nomor 2= -ahun 2008 Tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit ;)eayanan Terpaclu di 
Daerah; 

6.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nornor 19 Tahun 
2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang f\1enjadl Kewenangan 
Pemerintahan Daerah; 

7.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 
2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja o.nas 
Daerah. 

8.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampurrg Timur Nomor 23 Tahun 
2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah; 



9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nornor 9 Tahun 2008 
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu. 

MEMUTUSKAN : 

Men~tapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN 
FUNGSI KANTOR PElAYANAN PERIZINAN TERPAC,U 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 . 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 

1.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; 

2.	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi; 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur; 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur; 

5.	 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kantor adalah <antor 
Pelayanan Perizlnan Terpadu Kabupaten Lampung Timur; 

6.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah BadanjDinasjKantor di :'-ir;k~r;c" 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

7.	 Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdase-can 
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti lega .tas. 
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melak~<c
usaha atau kegiatan tertentu; 

8.	 Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usahajkpgia~2

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha; 

9.	 Rekomendasi adalah suatu tanda bukti sah berupa surat pernyataan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna melengkapi surat izin kelanjutan usaha; 

10.	 Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam 
satu pintu dan satu tempat; 

11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat 
Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk mernberikan pelayanan 
perizinan; 

12.Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang 
dimohonkan oleh setiap orang atau badan hukurn di wilayah Kabupaten Lampung 
Timur; 

13.Izin Usaha Industri adalah izin untuk rnelaksanakan kegiatan ekonomi yang 
mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau 
barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, 
termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri; 

14.Izin Usaha Perdagangan adalah rzin untuk melaksanakan kegiatan jual beli barang 
atau jasa yang dilakukan secara terus rnenerus dengan tujuan pengalihan hak atas 
barang atau jasa dengan disertai irnbalan atau kompensasi; 



15, Tanda Daftar Industri adalah pencatatan resmi yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang untuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan bak., 
menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang r:: ~'12 

lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancanq bar.c.:: :2~ 

rekayasa industri; 

16, Tanda Daftar Perusahaan adalah pencatatan resmi yang disahkan :: -2- ::-2~::::a: 

yang berwenang untuk bentuk usaha yang menjalankan setiap usahe .::-~ :-2-s L a: 
tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukar ::::::- .. avah 
Kabupaten Lampung Timur, untuk tujuan memperoleh keuntunqar 2:::_ :::::. 

17,Tanda Daftar Gudang adalah izin penggunaan gudang yang c :e-_-: __.;::- ...:rtuk 
menyimpan barang-barang dagangan; 

18.Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C ~S~~= usaha 
pertambangan bahan galian golongan C; 

19.Izin Penumpukan Kayu dan Non Kayu adalah izin pen_-::_"a- ::-2- -::_-a- kayu 
untuk diperjualbelikan; 

20.Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang ::-2- 0(2- _-:1.10( .ayanan jasa 
konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, laYc""a- ~::5:: :-2 axsanaan pekerjaan 
konstruksi dan layanan jasa konstruksi penqawaser :e-<.-2-:::::2- o(:~st-uk"i; 

21. Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti adalef z ~ ::-2-;:2-: :::1 sarang burung 
walet dan sriti di habitat alami maupun habitat :;~3:a- . :::~;: c.laksanakan oleh 
pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiata- ;:e-2-L22:a~, pembinaan dan 
pengendalian habitat serta populasi burung walet ::2- s-: : 

22, Izin Optikal adalah izin penyediaan a/at bantu per c .... ete~ :e~gan tujuan kornersil: 

23. Izin Apotek adalah izin penyediaan obat-obatan r--e:: 0( :e-;a:: :ujuan kornersil: 

24.Izin Toko Obat/Tradisional adalah izin penvedrae " c ce t-ccetan non medik tanpa 
resep dokter dengan tujuan kornersil: 

25,	 Sertifikasi Laik Sehat adalah tanda bukti ser :e- ...::e surat pernyataan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keoe-·ue" rnendirikan badan usaha 
kesehatan baik pribadi maupun terorganisir. 

26,Izin lV1endirikan Bangunan (WIB) adalah iz in yar·g c.berikan c1alam rangka 
mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan oeraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

27.	 Rekomendasi Kesesuaian Lahan adalah rekomendasi yang diberikan sehubungan 
dengan persetujuan lokasi untuk pembangunan baik oleh instansi pemerintah 
maupun badan swasta/perorangan; 

28. Izin Usaha Kepariwisataan adalah izin usaha operasional usaha kepariwisataan, 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI
 

Pasal 2
 

Susunan Organisasi Kantor terdlri dari 
a.	 Kepala Kantor; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Perekonomian; 
d.	 Seksi KeseJahteraan Rakyat; 
e.	 Seksi Pembangunan; 
f.	 Seksi Pemerintahan; 
g.	 Tim Teknis; 
h.	 Kelompok jabatan fungsional. 



BAB III
 
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 

Paragraf 1
 
Kepala Kantor
 

Pasal 3
 

(1) Kepala Kantor mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi 
dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, sirnplikasi, transparasi, keamanan dan kepastian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Kepala Kantor 
mempunyai fungsi : 

a.	 pelaksanaan penyusunan program Kantor; 
b.	 perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan terpadu; 
c.	 pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non periz-::: 

terpadu; 
d.	 pembinaan, pengendalian dan fasilitasi penerbitan perizinan dan non per =-:::-. 
e.	 pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan per'z -2- ::::

non perizinan terpadu; 
f.	 penanganan pengaduan masyarakat; 
g,	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai denge- :~-:::~..;~an 

perundang-undangan, 

Paragraf 2
 
Sub Bagian Tata Usaha
 

Pasal 4
 

(1) Sub Baglan Tata Usalla dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bage
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; 

(2)	 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pe-~~: 22'1 urusan 
umum, perencanaan program, pengelolaan administrasi, keuanga- <~:2gawajal1, 

kehurnasan dan penanganan pengaduan masyarakat. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnakst.c :2::; ayat (i), 
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program pelayanan perizinan dan non perizinan ~e-:2:_: 

b. pengelolaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga. :~- engkapan, 
keprotokolan dan kepegawaian; 

c. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, penyajian data C2 -":~masi; 

d. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pe:- =-:; dan non 
penzinan terpadu; 

e. pelayanan penqaduan masyarakat. 
f.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Paragraf 3
 
Seksi Perekonomian
 

Pasal 5
 

(1) Seksi Perekonomian dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada d: bav.ah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

(2) Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, 
mengkoordinasikan Tim Teknis dan menyelenggarakan pelayanan administrasi 
perizinan dan non perizinan terpadu di bidang perekonornian. 



(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (L), Se~5 

Perekonomian mempunyai funqsi : 
a.	 penyusunan kebijakan teknis pelayanan perizinan bidang perekonorr.ian: 
b.	 penyelenggaraan koordinasi dalam penyelenggaraan perizinan da

perizinan bidang perekonomian; 
c.	 pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan bidang perekonor- 2
d.	 pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan :2

perizinan bidang perekonomian; 
e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Paragraf 4
 
Seksi Kesejahteraan Rakyat
 

Pasal 6
 

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ','2-; :e-2ja di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menvus..:' "-::: ;akan, 
mengkoordinasikan Tim Teknis dan menyelenggarakan pelavana- 2:- -'strasi 
perizinan dan non perizinan terpadu di bidang kesejahteraan rakyat. 

(3) Untuk menyelenggarakan tuqas pokok sebagaimana dimaksud pade 2.::;: =-'. Seksi 
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non ce-;: -::; oidanq 

kesejahteraan rakyat; 
b. penyelenggaraan koordinasi dalam penyelenggaraan pe-:z -2 :2 non 

perizinan bidang kesejahteraan rakyat; 
c. pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan bidarr ,e::-=~::;-~eraan 

rakyat; 
d. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perz -::; :::l" non 

perizinan bidang kesejahteraan rakyat. 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Paragraf 5
 
Seksi Pembangunan
 

Pasal 7
 

(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beraca  :::;".8~ dan 
bertanqqunqjawab kepada Kepala Kantor. 

(2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok rnenvusur <e:~akan, 

rnenqkoordinasikan Tim Teknis dan menyelenggarakan pelayanan a:--strasi 
perizinan dan non pertzinan terpadu di bidang pembangunan. 

(3) Untuk rnenveienqqarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ,:;. Seksi 
Pembangunan mempunyai fungsi : 
a.	 penyusunan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan bidar.g 

pembangunan; 
b.	 penyelenggaraan koordinasi dalam penyelenggaraan perizinan dan non 

perizinan bidang pembangunan; 
c.	 pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan bidang pembangunan; 
d.	 pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perlzinan dan non 

perizinan bidang pembangunan. 
e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimoinan. 
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Paragraf 6
 
Seksi Pemerintahan
 

Pasal 8
 

(1) Seksi Pemenntahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibavvah ja~ 

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyusun ke::~2-':2

mengkoordinasikan Tim Teknis dan menyelenggarakan pelayanan ac- - S:-25 

perizinan dan non perizinan I:erpadu di bidang pemerintahan. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada aV2: ~2"'S 

Pemerintahan mempunyai funqsi : 
a.	 penyusunan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non ::2~: -:::- :: :a~g 

pemerintahan; 
b.	 penyelenggaraan koordinasi dalam penyelenggaraan pe~: -;:;- -:;0- non 

perizinan bidang pemerintahan; 
c.	 pengelolaan administrasi perizinan dan non penzinan bida~~ =""-,,,,- -::=:-3n; 
d.	 pengawasan, evaluasi dan pelaporan penvelenqqaraar ::'=~: -:=:- :jan non 

penzinan bidang pemerintahan. 
e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Paragraf 7
 
Tim Teknis
 

Pasal 9
 

(1) I<epala Kantor dalam menyelenggarakan pelayanan ac,,;- ::::-:::5 perizinan dan non 
perizinan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat ::),:~e-2" terkait rne!alui Tim 
Teknis. 

(2) Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemer.csae - ;a;:;2:l;Jan dan rnembuat 
Berita Acara Pcmeriksaan serta memberikan rekcrne-ioasi ';:ekr1S mengenai diterima 
atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan. 

(3) Tim Teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang terkait di bidang perizinan dan non perizinan dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Paragraf 8
 
Kelornp ok Jabatan Fungsional
 

Pasal 10
 

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Funqstonal senior yang 
ditunjuk Kantor. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Kantor 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi vang memerlukan keahlian dan 
keterampilan secara protesional. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 
sejumlah tenaga profesional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidanq 
keahliannya. 

(4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai 
dengan peraturan perundanq-unda.iqan yang berlaku. 



BAB III 
PENDELEGASIAN WEWENANG
 

Pasal 11
 

(1)	 Kepala I<antor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan dan non 
perizinan yang dilaksanakan oleh Kantor atas nama Bupati berdasarkan 
pendelegasian wewenang dari Bupati. 

(2)	 Kewenangan menandatangani pertzinan dan non perizinan yang didelegasikan 
kepada Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi 
1.	 Izin Gangguan Skala Menengah dan Kecil; 
2.	 Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
3.	 Tanda Oaftar Industri (TOI); 
4.	 Tanda Oaftar Gudang (TOG); 
5.	 Tanda Oaftar Perusahaan (TOP); 
6.	 Izin Usaha Industri (lUI); 
7.	 Izin Pertambangan Oaerah Bahan Galian Golongan C (SIPO); 
8.	 Izin Usaha Kepartwisataan: 
9.	 Izin Usaha Jasa Konstruksi; 
10. Izin Penumpukan Kayu dan Non I<ayu; 
11. Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti: 
12. Izin Optikal; 
13. Izin Apotek; 
14. Izin Toko Obat/Tradisional; 
15. Sertifikasi Laik Sehat; 
16. Izin Mendirikan Bangunall (IMB); 
17. Rekomendasi Kesesuaian Lahan; 

(3)	 IZIn Gangguan Skala Besar ditandatangani oleh Bupati. 

Pasal 12 

(1)	 Jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(2) dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang yaitu bidang perekonomian, bidang 
pembangunan, bidang kesejahteraan rakyat dan hidang pemerintahan. 

(2.)	 Pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang perekonomian 
dilaksanakan oleh Kepala Seksi Perekonomian yang meliputi : 
1.	 Izin Gangguan (Skala Besar, Skala Menengah, dan Skala Keeil); 
2.	 Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
3.	 Tanda Oaftar Industri (TOI); 
4.	 Ta nda Oa fta r Guda ng (TOG); 
5.	 Tanda Oaftar Perusahaan (TOP); 
6.	 Izin Usaha Industri (lUI). 

(3)	 Pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kesejahteraan rakyat 
dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi 
1.	 Izin Optikal; 
2.	 Izin Apotek; 
3.	 Izin Toko Obat/Tradistonal: 
4.	 Sertifikasi l.aik Sehat. 

(4)	 Pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pembangunan 
dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pembangunan yang meliputi 
1.	 Izin Mendirikan Bangunan; 
2.	 Rekomendasi Kesesuaian Lahan; 
3.	 Izin usaha Jasa Konstruksi: 
4.	 Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti. 



(5)	 Pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pemerintahan 
dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang meliputi : 
1.	 Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (SIPD); 
2.	 Izin Usaha Kepariwisataan; 
3.	 Izin Penumpukan Kayu dan Non Kayu. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIH/\N 

Pasal 13 

(1)	 Kewenangan menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (2) mulai berlaku seeara efektif pada tanggal 1 Agustus 2009. 

(2)	 Sejak berlakunya Peraturan ini, rnaka kewenangan penandatanganan terhadap 
perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur NomoI' 12 
Tahun 2005 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Wakil Bupati ye;tL : 
a.	 Izin Persetujuan Pr"insip dan [zin Reneana Umum Tata Ruang \'.'i[2\121-. 

ditandatangani oleh Bupati; 
b.	 Izin Usaha Perdagangan (SlUP), lzin Gangguan (HO), lzin Me;-: -",2

Bangunan, dan Izin Usaha Jasa Konstruksi sampai dengan tanggal :. Ag_s~..;s 

2009 ditandatangani oleh Bupati. 

(3)	 Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu akan ditetacxa- :e-9a:: 
Peraturan Bupati. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal 14
 

Oengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan ye-g -2-;;2:~~ hal 
yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tc e-. :2- ax., iagi. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng0i1::::e"';e'" peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten LafT1D",F"g -;-'~r. 

Ditetankan di Sukadana 
pada tanggal 3DMaret 2009 

BLPA'I LA~UNG TIMUR, 

~~_. 
SATONO 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 30 MGtr...,t 2009 

SEKRETARlS OAERAH, 

~' 
--...::::"""I WAYAN SUTARJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TlMUR TAH 
[) \Pf.-I:1ZINAN\PEP.OUP nJPO/(51 ''''~~T t',71(! .'JgI 6 .'OU~J Dele 

-, 
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